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1. [HOAKS] Luhut Suruh Rakyat Ikut Bayar Utang Kereta

Cepat Whoosh
Join
. Penjelasan:
Pernyataan Luhut Binsar Panjaitan
ENAK AJA KAMU NGOMONG HUT. Beredar sebuah unggahan di media sosial
KALIAN YANG NGARONG RAKYAT SURUH Facebook yang mengeklaim bahwa Luhut Binsar
BAYAR.

#TERNAK_MULYONO ITU AJA KAM Panjaitan mengancam rakyat untuk ikut bayar

MURAH2 KAN LAKU HUT.
#0tak_Penjahat.

JUAL
; utang kereta cepat Whoosh.

Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar.

Dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan

artikel maupun pernyataan resmi dari Luhut
Binsar Pandjaitan yang menyebut rakyat akan
ikut membayar utang proyek kereta cepat
tersebut. Foto asli pada unggahan tersebut
berasal dari artikel gelora.co yang berjudul
"Drama Politik Purbaya-Jokowi-Luhut: Kejahatan
Politik Fiskal" tayang pada 24 Oktober 2025 yang

telah dimanipulasi dan direkayasa.

Hoaks

Link Counter:



https://www.antaranews.com/berita/5205621/hoaks-luhut-suruh-rakyat-bayar-utang-kereta-cepat-whoosh
https://www.antaranews.com/berita/5205621/hoaks-luhut-suruh-rakyat-bayar-utang-kereta-cepat-whoosh
https://www.gelora.co/2025/10/drama-politik-purbaya-jokowi-luhut.html
https://www.antaranews.com/berita/5205621/hoaks-luhut-suruh-rakyat-bayar-utang-kereta-cepat-whoosh
https://www.gelora.co/2025/10/drama-politik-purbaya-jokowi-luhut.html
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2. [HOAKS] Bl dan Menteri Keuangan Rilis Desain Uang
Redenominasi

Penjelasan:
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menampilkan desain baru uang kertas

rupiah. Uang itu diklaim sebagai hasil

redenominasi atau penyederhanaan nominal

rupiah yang disebut-sebut tengah disiapkan

pemerintah.

Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar.
Dilansir dari tempo.co, meski pemerintah
memang mewacanakan kebijakan
redenominasi, belum ada desain uang kertas

baru yang diterbitkan. Kepala Departemen

T N

G R e Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny

Prakoso, menjelaskan bahwa desain uang
baru belum dibuat. Proses redenominasi
masih dalam tahap penyusunan Rancangan
T — T —— Undang-Undang Redenominasi yang telah

Rupiah,Rp. 1.000 jadi Rp.1 ...banyak masuk Program Legislasi Nasional Jangka
Menengah 2025-2029 di DPR RI.

Hoaks

Link Counter:

fakta/3932/keliru-bi-dan-menteri-keuangan-rilis-desain-uan

g-redenominasi



https://cekfakta.tempo.co/fakta/3932/keliru-bi-dan-menteri-keuangan-rilis-desain-uang-redenominasi
https://cekfakta.tempo.co/fakta/3932/keliru-bi-dan-menteri-keuangan-rilis-desain-uang-redenominasi
https://cekfakta.tempo.co/fakta/3932/keliru-bi-dan-menteri-keuangan-rilis-desain-uang-redenominasi

&y

KOMDIGI

LAPORAN ISU HOAKS

Direktorat Pengendalian Ruang Digital
Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL RI

Kamis, 13 November 2025

3. [HOAKS] Aturan Tilang 2026 Diberlakukan Denda

Manual 150%
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\ aKyat, masyarakat kita susah
sunt salam ekonomi, jadi nda usah
Bebani mereka lagi, ini bisa jadi lahan
basah buat oknum terkait di dalamnya"
ujar Mahfud MID
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Gimana komentar kalian sob?

Isu semakin panas! Pak Kapolri yang satulifikabarnya sedang

menjadi sorotan tajam, bahkan disebut-seb .7': a desakan
agar beliau segera dilengserkan d... See more

Hoaks

Link Counter:

Penjelasan:

Beredar di media sosial Facebook unggahan
video berisi narasi “ATURAN TILANG UNTUK
TAHUN 2026. kapolri "Listyo Sigit Prabowo"
telah mengajukan profosal ke mahkam DPR
untuk aturan tilang baru, kapolri ingin aturan
tilang manual di berlakukan kembali dan
kenaikan denda tilang sebesar 150% dari

sebelumnya...".

Faktanya, setelah ditelusuri lebih lanjut dengan
memasukkan kata kunci “aturan baru tilang
2026" di mesin pencarian Google, tidak
ditemukan informasi yang relevan dengan
klaim. Hasil penelusuran teratas merujuk pada
berjudul “Ramai

berita kompas.com

Permintaan Tilang Manual Kembali
Diberlakukan, Ini Penjelasan Polisi”. Berita yang
diunggah pada Minggu, 10 November 2025 itu
membahas mengenai permintaan warganet
kepada Polantas agar sistem tilang manual

kembali diaktifkan.

ual-kembali-diberlakukan-ini-penjelasan-polisi
https://turnbackhoax.id/articles/30042



https://otomotif.kompas.com/read/2025/11/10/171200515/ramai-permintaan-tilang-manual-kembali-diberlakukan-ini-penjelasan-polisi
https://otomotif.kompas.com/read/2025/11/10/171200515/ramai-permintaan-tilang-manual-kembali-diberlakukan-ini-penjelasan-polisi
https://turnbackhoax.id/articles/30042
https://otomotif.kompas.com/read/2025/11/10/171200515/ramai-permintaan-tilang-manual-kembali-diberlakukan-ini-penjelasan-polisi
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4. [HOAKS] Gubernur Riau Abdul Wahid Kabur dari KPK
saat Gempa Melanda Jakarta
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Pe njelasa n . berita terkini gempa bumi melanda gedung KPK & @@ #beritahoax #beritahoaks #viral #fyp
Beredar unggahan video di media sosial TikTok yang mengeklaim bahwa Gubernur Riau Abdul Wahid yang
menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melarikan diri saat gempa terjadi pada 8 November

2025.

Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tempo.co, setelah ditelusuri menggunakan
pencarian gambar terbalik melalui Google, hasilnya video yang beredar merupakan gabungan dari
beberapa potongan gambar dengan konteks yang berbeda. Lebih lanjut, Tidak ada gempa yang
mengguncang Jakarta pada 8 November 2025. Tempo mencatat, gempa terakhir yang dirasakan di Jakarta
terjadi pada 20 Agustus 2025 dengan pusat di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat berkekuatan 4,9 magnitudo.
Melalui pemberitaan tempo.co berjudul "Gubernur Riau Abdul Wahid Ditahan KPK", dalam berita
disebutkan Gubernur Riau Abdul Wahid juga masih ditahan KPK setelah ditangkap pada 5 November 2025
dalam kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau tahun anggaran 2025. Abdul
Wahid ditahan di rumah tahanan gedung ACLC KPK, sementara dua tersangka lainnya di rutan Gedung
Merah Putih KPK, Kota Jakarta Selatan.

Hoaks

Link Counter:



https://cekfakta.tempo.co/fakta/3931/keliru-gubernur-riau-abdul-wahid-kabur-dari-kpk-saat-gempa-melanda-jakarta
https://cekfakta.tempo.co/fakta/3931/keliru-gubernur-riau-abdul-wahid-kabur-dari-kpk-saat-gempa-melanda-jakarta
https://www.tempo.co/foto/arsip/gubernur-riau-abdul-wahid-ditahan-kpk-2086827
https://cekfakta.tempo.co/fakta/3931/keliru-gubernur-riau-abdul-wahid-kabur-dari-kpk-saat-gempa-melanda-jakarta
https://www.tempo.co/foto/arsip/gubernur-riau-abdul-wahid-ditahan-kpk-2086827
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5. [HOAKS] Kemenlu Libatkan Gubernur Aceh dalam
Upaya Dorong Proses Damai di Myanmar

From distori.id

3:30 PM - Nov 7, 2025 - 34 Views

Penjelasan:
Beredar unggahan foto di media sosial Twitter atau X yang mengeklaim bahwa Kementerian Luar
Negeri (Kemlu) melibatkan Gubernur Aceh mengenai upaya perdamaian di Myanmar dan

rencana delegasi Myanmar untuk berkunjung ke Daerah Istimewa Yogyakarta.

Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Kementerian Luar Negeri melalui Direktur Informasi
dan Media Hartyo Harkomoyo membantah adanya pertemuan antara Gubernur Aceh dengan
pejabat Kemenlu untuk mempelajari mengenai proses perdamaian di Aceh dan rencana delegasi
Myanmar untuk berkunjung ke Daerah Istimewa Yogyakarta. Lebih lanjut, Informasi yang
disampaikan dalam pemberitaan atau media sosial tersebut salah dan memuat berita hoaks.
Pertemuan yang dimaksud pada dasarnya membahas upaya promosi potensi Provinsi Aceh.
Kesalahan dalam pemberitaan tersebut berpotensi menimbulkan kesalahpahaman yang dapat

mengganggu proses perdamaian dan upaya diplomasi yang sedang berlangsung.

Hoaks

Link Counter:

- Klarifikasi Langsung dari Surat Kementerian Luar Negeri Bernomor 18217/DM/11/2025/61

Melalui Direktur Informasi dan Media Hartyo Harkomoyo.




